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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
(QS Ar-Ra’d, 13:11) 
 
 
Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya 
(Cherterfield) 
 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya 
(Abraham Lincoln) 
 
 
You need to sacrifice to achieve your goals, no pain no gain 
(Muhammad Yusuf Al-Faatih)  
 
 
 
 
Kupersembahkan karya ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta  
serta saudaraku dan keluar besarku sebagai tanda hormat dan baktiku  
atas segala doa dan pengorbanan yang diberikan selama ini 
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ABSTRAK 
Ria Irawati, 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset 
Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus 
pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi 
persediaan dan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku, yang diterapkan 
pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng. Akuntansi 
persediaan yang dimaksud meliputi pengakuan persediaan, pengukuran 
persediaan, dan beban persediaan serta pengungkapan persediaan. Sementara 
akuntansi aset tetap yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran 
setelah perolehan, penyusutan, penghentian, dan pelepasan serta pengungkapan 
aset tetap. Standar yang berlaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang 
akuntansi persediaan dan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, yang tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. 
Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang mendukung penelitian ini, 
seperti bukti transaksi, jurnal, hingga laporan keuangan Badan Kepegawaian dan 
Diklat Daerah tahun anggaran 2015. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi persediaan dan 
akuntansi aset tetap Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng 
sebagian besar sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun perlakuan 
akuntansi yang belum sesuai, diantaranya: pengakuan persediaan dengan 
pendekatan beban yang belum menggunakan basis akrual, kesalahan pengakuan 
aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak mengungkapkan masa 
manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap.  
 
Kata Kunci: Akuntansi Persediaan, Akuntansi Aset Tetap. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Diera globalisasi sekarang ini, menuntut perwujudan sebuah 
pemerintahan yang baik melalui sistem tata kepemerintahan yang baik (good 
governance), yaitu dengan cara menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan 
efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam 
mewujudkan suatu sistem tata kepemerintahan yang baik (good governance), 
perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui 
proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. 
Perubahan di bidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat 
yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang bertujuan 
untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan pemerintah.  
Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005 mengenai hal 
yang sama. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat dua SAP, yaitu SAP berbasis 
Akrual yang terdapat dalam lampiran I, dan SAP berbasis Kas Menuju Akrual 
yang terdapat pada lampiran II (lampiran yang memuat kembali seluruh 
aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun). 
Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat diterapkan segera untuk tahun 
anggaran 2010, dan apabila terdapat entitas yang belum siap menerapkan 
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SAP Berbasis Akrual sebagaimana yang tertuang dalam lampiran I, maka 
dapat menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana yang 
tertuang dalam lampiran II selama masa transisi. SAP Berbasis Akrual dapat 
diterapkan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual 
menjadi SAP Berbasis Akrual tersebut paling lambat sampai tahun anggaran 
2014. Ketentuan lebih lanjut terkait penerapan SAP Berbasis Akrual secara 
bertahap akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah 
pusat dan Peraturan Menteri dalam Negeri untuk pemerintah daerah. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2015 pemerintah 
sudah harus menerapkan SAP Berbasis Akrual.  
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana 
transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam 
laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan 
waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 
adalah 
SAP yang mengakui pendapatan-LO dan beban, aset, utang dan 
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 
pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam 
APBN/APBD, yaitu basis kas. 
 
SAP Berbasis Akrual dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (PSAP) yang terdiri atas 12 pernyataan dan dilengkapi dengan 
Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintahan. 
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Pada pemerintah daerah, yang menjadi ketentuan lebih lanjut 
mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual adalah Peraturan Menteri dalam 
Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut, terdapat 
dua entitas yang memiliki tanggungjawab untuk membuat laporan keuangan, 
yaitu : 
1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau 
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; dan 
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna 
barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.  
Dalam sistem pemerintah daerah yang berperan sebagai entitas 
pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi. Sehingga 
laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang dibuat oleh SKPKD. 
Oleh karena itu, setiap SKPD harus menyusun laporan keuangan sebaik 
mungkin.   
Pada SAP Berbasis Akrual laporan keuangan pemerintah dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu: 
1. Laporan pelaksanaan anggaran yang terdiri atas laporan realisasi 
anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan 
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2. Laporan finansial yang terdiri atas neraca, laporan operasional, laporan 
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas 
Serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang merupakan laporan 
yang menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos dalam laporan pelaksanaan 
anggaran maupun laporan finansial. Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 
2013 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dalam hal ini SKPD, hanya 
menyusun lima dari tujuh komponen laporan keuangan yang terdapat pada 
SAP Berbasis Akrual, diantaranya: 1) laporan realisasi anggaran, 2) neraca, 
3)laporan operasional, 4) laporan perubahan ekuitas, dan 5) catatan atas 
laporan keuangan.   
Perubahan SAP Berbasis Kas menuju Akrual menjadi SAP Berbasis 
Akrual, tentu akan membuat SKPD Kabupaten Soppeng melakukan 
perubahan pada laporan keuangan yang disajikan mengikuti perubahan aturan 
tersebut. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Soppeng telah mengeluarkan Peraturan Bupati Soppeng, yang mengacu pada 
PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 yaitu:  
1. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 31/Perbup/XII/2013 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Soppeng; dan 
2. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36/Perbup/XI/2014 tentang Sistem 
Akuntansi Kabupaten Soppeng baik untuk SKPKD maupun untuk SKPD.  
Dengan dikeluarkannya aturan tersebut, diharapkan setiap SKPD Kabupaten 
Soppeng dapat menyusun laporan keuangan sebaik mungkin. Mengingat 
laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Soppeng 
5 
 
 
 
merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Soppeng yang dibuat oleh SKPKD. Meskipun demikian tidak 
menutup kemungkinan laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Soppeng belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan 
Permendagri No. 64 Tahun 2013. 
Seperti hasil pemeriksaan tim pendamping penyusun laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada awal Januari 2016, 
ditemukan kesalahan pencatatan transaksi keuangan SKPD Kabupaten 
Soppeng tahun anggaran 2015. Kesalahan pencatatan yang dimaksud adalah 
kesalahan dalam hal pengakuan persediaan. Dalam hal ini, kebanyakan SKPD 
mengakui/mencatat persediaan hanya pada saat terjadinya pembayaran. 
Seharusnya persediaan juga diakui pada saat diterima dengan bukti transaksi 
berupa Berita Acara Serah Terima Barang atau dicatat dengan menggunakan 
basis akrual (Sumber: Hasil wawancara singkat dengan staf  Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku 
SKPKD Kabupaten Soppeng pada Senin, 25 Januari 2016). 
Kesalahan pencatatan transaksi keuangan oleh SKPD Kabupaten 
Soppeng tentu akan berdampak terhadap laporan keuangan SKPD yang 
dihasilkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hery (2013:66) siklus 
akuntansi adalah proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan 
menjurnal (mencatat) transaksi dan diakhiri dengan membuat laporan 
keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis dan 
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pencatatan transaksi merupakan hal yang perlu diperhatikan guna 
menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar.  
Mengingat pentingnya proses analisis dan pencatatan transaksi dalam 
penyusunan laporan keuangan, serta berdasarkan: 
1. Hasil wawancara singkat pada DPPKAD Kabupaten Soppeng yang telah 
dipaparkan sebelumnya, yang mengatakan bahwa kebanyakan SKPD 
melakukan kesalahan pada pencatatan persediaan; dan 
2. Teori dari Nordiawan (2009:229), aset tetap biasanya merupakan aset 
yang nilainya paling besar dalam neraca suatu entitas, sehingga 
pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan informasi aset tetap 
menjadi sangat penting dalam laporan keuangan suatu entitas. 
Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pencatatan 
persediaan dan aset tetap pada salah satu SKPD yang ada di wilayah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, yaitu pada Badan Kepegawaian dan 
Diklat Daerah Kabupaten Soppeng. Yang dituangkan dalam sebuah skripsi 
berjudul: “Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset 
Tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Soppeng (Studi 
Kasus pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penerapan akuntansi 
persediaan dan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat 
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Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan standar yang 
berlaku?” 
C. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian 
penerapan akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap dengan standar yang 
berlaku, yang diterapkan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) 
Kabupaten Soppeng. 
D. Manfaat Hasil Penelitian  
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan 
mengenai akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap sesuai 
dengan standar yang berlaku yaitu Peryataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP BA) Nomor 5 tentang 
akuntansi persediaan dan PSAP BA Nomor 7 tentang akuntansi aset 
tetap. Yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten soppeng dalam hal 
pencatatan persediaan dan aset tetap. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
A. Tinjauan Pustaka  
1. Pengertian Aset  
Pada kerangka konseptual Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 
2010 dijelaskan bahwa: 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari 
mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 
dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta 
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non 
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat 
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 
sejarah dan budaya.  
 
Aset menurut Samryn (2014:6) adalah “semua kekayaan yang dimiliki 
suatu perusahaan pada suatu periode tertentu”. Sementara menurut Rudianto 
(2012:46), “aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan 
digunakan dalam rangka mencapai tujuan umum perusahaan”. 
Tanpa aset, perusahaan tidak akan mampu beroperasi untuk mencapai 
tujuan umum perusahaan yaitu memperoleh laba/keuntungan, sehingga aset 
harus dimiliki oleh setiap entitas untuk menjalankan usahanya. Hal ini pun 
berlaku pada organisasi pemerintah. Dimana tanpa aset pemerintah tidak 
dapat mencapai tujuannya yaitu, memberikan pelayanan kepada masyarakat.  
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aset 
adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah yang 
digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan atau yang digunakan untuk 
kepentingan seluruh lapisan masyarakat. 
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2. Klasifkasi Aset 
Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 aset terbagi menjadi dua, yaitu: 
a. Aset Lancar 
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan 
segera untuk direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam 
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi 
kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-
pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) 
sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah 
diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, 
denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang 
diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 
pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan 
yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai 
seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen 
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. 
b. Aset Nonlancar 
Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya 
diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset 
yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan 
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun 
yang digunakan oleh masyarakat umum. Pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) aset nonlancar terdiri dari aset tetap, dan aset lainnya.  
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang 
menjadi perhatian penelitian ini adalah satu pos aset lancar yaitu persediaan 
dan satu pos aset nonlancar yaitu aset tetap.  
3. Akuntansi Persediaan  
a. Pengertian Persediaan  
Definisi persediaan dalam akuntansi pemerintahan cukup 
dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pemerintahan. Karakteristik 
pemerintahan dalam hal ini organisasi sektor publik berbeda dengan 
perusahaan. Sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak 
untuk tujuan mencari laba (nirlaba). Secara spesifik, tujuan utama entitas 
pemerintahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pelayanan (Nordiawan:2009:200).  
Dengan latar belakang tersebut, maka persediaan dalam akuntansi 
pemerintahan mempunyai definisi dan cakupan yang agak berbeda. 
Definisi persediaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP BA) No. 5 Paragraf 4 PP No. 71 
Tahun 2010 adalah 
Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional 
pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual 
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
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b. Klasifikasi Persediaan  
Pada PSAP BA No. 5 Paragraf 5 PP No. 71 Tahun 2010 
dijelaskan bahwa suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan 
bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:  
1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka 
kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini 
adalah barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis 
pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai 
seperti komponen bekas. 
2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam 
proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan 
yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku 
pembuatan alat-alat pertanian. 
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk 
dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi.  
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah 
hewan/tanaman.  
Berdasarkan PSAP BA No. 5 Paragraf 9 PP No. 71 Tahun 2010, 
persediaan dapat meliputi: 
1) Barang konsumsi; 
2) Amunisi; 
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3) Bahan untuk pemeliharaan; 
4) Suku cadang; 
5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; 
6) Pita cukai dan leges; 
7) Bahan baku; 
8) Barang dalam proses/setengah jadi; 
9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 
10) Hewan/tumbuhan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 
Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan 
strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan 
berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang 
yang dimaksud diakui sebagai persediaan. Persediaan dalam kondisi 
rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan 
dalam catatan atas laporan keuangan (PSAP BA No. 5 Paragraf 10 & 12 
PP No. 71 Tahun 2010). 
c. Pengakuan Persediaan  
Berdasarkan PSAP BA No. 5 Paragraf 13 PP No. 71 Tahun 2010, 
Persediaan diakui: 
1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh 
pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 
dengan andal; dan 
2) Pada saat telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah.  
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Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan 
hasil inventarisasi fisik. Pengakuan persediaan berdasarkan PSAP BA 
tersebut menggunakan basis akrual. Dalam penyusunan laporan realisasi 
anggaran, pada saat perolehan hanya dicatat sebagai belanja barang dan 
memengaruhi perkiraan estimasi perubahan SAL, sementara untuk 
penyusunan laporan operasional, pembelian pesediaan akan dicatat 
sebagai beban persediaan dan pengeluaran kas (Erlina:2015:218). 
d. Pengukuran Persediaan  
Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan 
sampai barang tersebut dapat digunakan. Berdasarkan PSAP BA No. 5 
PP No. 71 Tahun 2010 terdapat tiga alternatif untuk mengukur nilai 
persediaan, yaitu:  
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya 
perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat 
dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan 
lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.  
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi 
sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung 
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi; dan biaya tidak 
langsung yang dialokasikan secara sistematis.  
3) Harga/Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar 
aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 
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berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan 
tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai 
wajar. 
Untuk penilaian persediaan, terdapat tiga metode yang dapat 
digunakan, yaitu: 
1) Metode FIFO (First In First Out), yaitu nilai barang yang pertama 
dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan, 
sedangkan nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga 
pembelian terakhir. 
2) Metode rata-rata tertimbang, dimana harga pokok merupakan harga 
rata-rata keseluruhan barang yang dimiliki, oleh karena itu nilai 
persediaan akhir dihitung berdasarkan harga rata-rata 
3) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya 
tidak material dan bermacam-macam jenis, maka nilai persediaan 
akhir dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. 
e. Beban Persediaan  
Pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk 
mengetahui seberapa besar beban persediaan untuk periode yang 
bersangkutan. Berdasarkan PSAP BA No. 5 Paragraf  22 dijelaskan 
bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. 
Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan 
operasional. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 
64 Tahun 2010 terdapat dua metode sistem pencatatan persediaan, yaitu: 
1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues 
dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan 
metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang 
masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu 
diperbarui.  
2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit 
diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, 
pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga 
tidak memperbarui jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir 
diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.  
Hal yang sama juga diungkapkan dalam PSAP BA No. 5 PP No. 
71 Tahun 2010, dimana pemerintah diperbolehkan menggunakan metode 
perpetual maupun metode fisik (periodik). Dalam hal persediaan dicatat 
secara perpectual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung 
berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per 
unit sesuai metode penilaian yang digunakan (PSAP BA No. 5 Paragraf 
24). Jika pemerintah menggunakan metode fisik, maka pengukuran 
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu 
dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau 
perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan 
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dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan 
(PSAP BA No. 5 Paragraf 25). 
f. Pengungkapan Persediaan  
Dalam PSAP BA No. 5 Paragraf 26 PP No. 71 Tahun 2010 
disebutkan bahwa hal-hal yang dipandang perlu untuk diungkapkan 
dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi:  
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;  
2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan 
yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau 
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang 
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan 
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 
3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 
4. Akuntansi Aset Tetap 
a. Pengertian Aset Tetap  
Menurut Rudianto (2012:256), “aset tetap adalah barang 
berwujud milik entitas yang sifatnya relatif permanen dan digunakan 
dalam kegiatan normal entitas, bukan untuk diperjualbelikan”. 
Sementara menurut Soemarso (2010:20), “aktiva tetap adalah 
aktiva berwujud yang: (1) masa manfaatnya lebih dari satu tahun, 
(2)digunakan dalam kegiatan entitas, (3) dimiliki tidak untuk dijual 
kembali dalam kegiatan normal entitas serta (4) nilainya cukup besar”. 
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Aset tetap biasanya merupakan aset yang nilainya paling besar 
dalam neraca suatu entitas, sehingga penyajian dan pengungkapan 
informasi aset tetap menjadi sangat penting dalam laporan keuangan 
suatu entitas (Nordiawan:2009:229). 
Definisi aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP BA) No. 7 Paragraf 4 PP No. 71 
Tahun 2010 adalah: 
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau 
dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 
 
Berdasarkan beberapa definisi aset tetap yang telah diuraikan di 
atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aset tetap merupakan aset 
berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, yang 
digunakan dalam kegiatan operasional entitas, dan tidak dimaksudkan 
untuk dijual dalam kegiatan normal entitas. 
b. Klasifikasi Aset Tetap 
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 7-14 PP No. 71 Tahun 
2010, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah 
sebagai berikut: 
1) Tanah 
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
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2) Peralatan dan mesin 
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan 
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya 
yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 
3) Gedung dan bangunan 
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
4) Jalan, irigasi, dan jaringan 
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 
5) Aset tetap lainnya 
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh 
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam 
kondisi siap dipakai. 
6) Konstruksi dalam pengerjaan 
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan 
belum selesai seluruhnya. 
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c. Pengakuan Aset Tetap 
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 15-19 PP No. 71 Tahun 
2010 dijelaskan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa 
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk 
dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Berwujud; 
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.  
d. Pengukuran Aset Tetap 
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 20 PP No. 71 Tahun 2010, 
aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.  
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai 
dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk 
dipergunakan.  
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 
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yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 
dimaksudkan (PSAP BA No. 7 Paragraf 28 PP No. 71 Tahun 2010). 
Berikut ini komponen biaya perolehan berdasarkan jenis aset tetap. 
Tabel 1.  Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap  
 
Jenis Aset 
Tetap 
Komponen Biaya Perolehan 
Tanah Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, 
biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh 
hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, 
dll. 
Peralatan dan 
Mesin 
Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk 
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan 
dan mesin tersebut siap digunakan 
Gedung dan 
Bangunan 
Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk 
biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak 
Jalan, Jaringan, 
& Instalasi 
Harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, 
dan instalasi tersebut siap pakai 
Aset Tetap 
Lainnya 
Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
aset tersebut sampai siap pakai 
Sumber: Modul Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 
e. Kapitalisasi Aset Tetap 
Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul 
selama penggunaan aset tetap (Erlina:2015:266). Contohnya, biaya 
pemeliharaan (maintenance), penambahan (addition), penggantian 
(replacement) atau perbaikan (repairs).  
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Pada PSAP BA 07 Paragraf 49 PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan 
bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi 
manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, 
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada 
nilai tercatat aset yang bersangkutan.  
Menurut Erlina (2015:267) pengeluaran-pengeluaran yang akan 
mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam 
kategori belanja modal, seperti penambahan satu unit AC dalam sebuah 
mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki. Demikian 
juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah 
efisiensi, memperpanjang umur aset serta meningkatkan kapasitas atau 
mutu produksi. Contoh pengeluaran-pengeluaran yang akan 
memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi adalah 
pengeluaran untuk perbaikan berskala besar.  
Berdasarkan Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 
Daerah, dikatakan bahwa suatu pengeluaran setelah perolehan atau 
pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: 
a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 
b) bertambah umur ekonomis, dan/atau 
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c) bertambah volume, dan/atau 
d) bertambah kapasitas produksi. 
2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus 
sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset 
tetap. 
Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi 
terhadap aset tetap dilakukan apabila terjadi penambahan nilai aset tetap 
yang menyebabkan terjadinya penambahan masa manfaat atau nilai 
ekonomis dari aset tersebut. 
f. Penyusutan Aset Tetap 
Menurut Samryn (2015:185), “penyusutan merupakan istilah  
yang dapat ditemukan sehari-hari sehubungan dengan penurunan nilai, 
manfaat, atau volume dari suatu aktiva atau kekayaan yang dimiliki”. 
Dalam akuntansi, istilah penyusutan lebih spesifik berhubungan dengan 
penurunan nilai aktiva tetap karena berlalunya waktu, karena pemakaian 
yang normal, atau karena faktor alam. 
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 53&54 PP No. 71 Tahun 
2010, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang 
bersangkutan. Nilai penyusutan masing-masing periode diakui sebagai 
pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan 
dalam laporan operasional. 
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Pada Permendagri No. 64 Tahun 2013, aset tetap lainnya berupa 
hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, 
melainkan diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut sudah 
tidak dapat digunakan atau mati. Selain tanah dan konstruksi dalam 
pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan 
karakteristik aset tersebut (PSAP BA No. 7 Paragraf 58 PP No. 71 Tahun 
2010).   
g. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 
Menurut Erlina (2015:274), terdapat beberapa kondisi yang 
menyebabkan aset teap pemerintah daerah juga dapat dilepaskan 
kepemilikannya diantaranya:  
1) Dihapuskan 
2) Dipertukarkan 
3) Dijual 
Sementara berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 77-79 PP No. 
71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca 
ketika dilepaskan atau bila aser secara permanen dihentikan 
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. 
Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus 
dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan 
keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah 
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset 
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.  
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h. Pengungkapan Aset Tetap 
Menurut Halim (2014:309), “selain disajikan pada lembar muka 
neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan (CALK)”. Pengungkapan ini sangat penting sebagai 
penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan 
pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi 
pembaca laporan keuangan. Pada PSAP BA No. 7 Paragraf 80&81 PP 
No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa dalam CALK harus diungkapkan 
untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut: 
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat; 
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 
menunjukkan: Penambahan; Pelepasan; Akumulasi penyusutan dan 
perubahan nilai, jika ada; atau Mutasi aset tetap lainnya. 
3) Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan; metode 
penyusutan yang digunakan; masa manfaat atau tarif penyusutan 
yang digunakan; nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada 
awal dan akhir periode; 
4) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 
5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset 
tetap; 
6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan 
7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 
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5. Penelitian Sebelumnya 
Penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya oleh Lysa Dwi 
Andriyani (2008) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah 
dalam Penyusunan Neraca pada Pemerintahan Kabupaten Jember (Studi 
Kasus pada Kantor Pemerintah Kabupaten Jember)”, yang bertujuan untuk 
mengetahui apakah perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan 
neraca pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah no. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset daerah 
pemerintah kabupaten jember belum seluruhnya sesuai dengan SAP. 
Terutama perlakuan akuntansi aset tetap yang belum mengakui adanya 
penyusutan dan perlakuan akuntansi aset lainnya.  
Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis 
lakukan adalah keduanya memiliki tujuan untuk melihat kesesuaian antara 
praktek akuntansi pada pemerintah dengan standar yang berlaku, yang 
diterapkan pada masing-masing lokasi penelitian. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada variabel yang akan diteliti. Pada penelitian sebelumnya variabel 
yang diteliti adalah akuntansi aset daerah, yaitu mencakup seluruh aset yang 
terdapat pada pemerintahan Kabupaten Jember. Sementara pada penelitian ini 
yang menjadi variabel adalah akuntansi dari satu pos aset lancar yaitu 
persediaan dan satu pos aset nonlancar yaitu aset tetap.  
Penelitian yang dilakukan oleh Tri Septiana (2011) dengan judul 
Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Kabupaten Bungo Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005), yang bertujuan untuk menganalisis 
Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Bungo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi 
aset tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo 
belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005). 
Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 
penulis lakukan adalah keduanya memiliki tujuan untuk menganalisis 
kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada pemerintah dengan standar 
yang berlaku, yang diterapkan pada masing-masing lokasi penelitian. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang akan diteliti. Pada 
penelitian sebelumnya variabel yang diteliti hanya satu, yaitu akuntansi aset 
tetap dan menggunakan PP No 24 Tahun 2005. Sementara pada penelitian ini 
yang menjadi variabel ada dua, yaitu akuntansi dari satu pos aset lancar yaitu 
persediaan, dan satu pos aset nonlancar yaitu aset tetap serta menggunakan 
PP No. 71 Tahun 2010. 
B. Kerangka Pikir 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) adalah salah satu 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah 
Daerah Kabupaten Soppeng, sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus 
membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya 
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berupa laporan keuangan. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar 
belakang, bahwa Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk 
menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), oleh karena itu SKPD harus 
menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin. Untuk menghasilkan laporan 
keuangan yang baik dan benar perlu dilakukan analisis dan pencatatan 
transaksi ekonomi yang baik dan benar pula.  
Dalam penelitian ini penulis membandingkan penerapan akuntansi 
persediaan dan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku (PP Nomor 
71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP BA 
No. 5 tentang Akuntansi Persediaan dan PSAP BA No. 7 tentang Akuntansi 
Aset Tetap), yang diterapkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) – 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Oleh karena itu, maka model 
kerangka fikir dapat digambarkan pada skema berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
        Gambar 1. Kerangka Pikir 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Kabupaten Soppeng 
 
Akuntansi Persediaan  
1. Pengakuan  
2. Pengukuran 
3. Pengungkapan 
 
 
Akuntansi Aset Tetap 
1. Pengakuan  
2. Pengukuran 
3. Pengeluaran Setelah 
Perolehan  
4. Penyusutan  
5. Penghentian dan 
Pelepasan 
6. Pengungkapan 
Analisis Penerapan 
Kesimpulan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Variabel dan Desain Penelitian 
1. Variabel Penelitian  
Menurut Sugiyono (2012:61), “variabel adalah suatu atribut atau sifat 
atau nilai dari individu, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya”. Variabel dalam penelitian ini adalah akuntansi persediaan 
dan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Kabupaten Soppeng. 
2. Desain Penelitian 
Desain penelitian merupakan suatu rancangan untuk menjabarkan 
berbagai variabel yang akan diteliti, kemudian membuat hubungan antara 
suatu variabel dengan variabel lain sehingga akan mudah dirumuskan 
masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, metode penelitian, 
instrumen penelitian, dan teknik analisis data yang akan digunakan serta 
kesimpulan yang diharapkan.  
Untuk memperoleh informasi dan data, digunakan teknik 
pengumpulan data yaitu dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif 
yang berusaha menjawab masalah kesesuaian penerapan akuntansi persediaan 
dan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku  yang diterapkan pada 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng. Standar 
yang berlaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pernyataan Standar 
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Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP BA) yang terkait dengan 
akuntansi persediaan dan aset tetap, yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif 
dimana memaparkan dan membandingkan akuntansi persediaan dan 
akuntansi aset tetap BKD Kabupaten Soppeng berdasarkan PSAP BA No. 5 
untuk akuntansi persediaan dan PSAP BA No. 7 untuk akuntansi aset tetap. 
Untuk lebih jelasnya, maka desain penelitian secara sederhana dapat dilihat 
pada gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Desain Penelitian 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Kabupaten Soppeng 
PP No. 71 tahun 
2010 tentang 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan 
Berbasis Akrual 
(PSAP BA No. 5 
untuk akuntansi 
persediaan dan 
PSAP BA No. 7 
untuk akuntansi 
aset tetap) 
 
Analisis Data: 
Analisis deskriptif 
komparatif 
Teknik 
Pengumpulan Data: 
Dokumentasi 
 Penerapan Akuntansi 
Persediaan: 
- Pengakuan  
- Pengukuran 
- Pengungkapan 
 Penerapan Akuntansi 
Aset Tetap: 
- Pengakuan  
- Pengukuran 
- Pengeluaran Setelah 
Perolehan  
- Penyusutan  
- Penghentian dan 
Pelepasan 
- Pengungkapan 
 
Hasil dan Kesimpulan 
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B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
1. Definisi Operasional 
Variabel yang diteliti perlu didefinisikan dalam bentuk rumusan yang 
lebih operasional, sehingga dapat dihindari interpretasi lain dari yang 
dimaksudkan.  Maka definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Akuntansi Persediaan adalah proses pencatatan transaksi persediaan 
dalam buku besar akuntansi serta pelaporan persediaan dalam laporan 
keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten 
Soppeng; dan   
b. Akuntansi aset tetap adalah proses pencatatan transaksi aset tetap dalam 
buku besar akuntansi serta  pelaporan aset tetap dalam laporan keuangan 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng.  
2. Pengukuran Variabel 
Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Akuntansi persediaan diukur dengan standar yang berlaku yaitu PSAP 
BA 05 PP No. 71 Tahun 2010 tentang akuntansi persediaan, maka 
pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. Gambaran ukuran penerapan PSAP BA 05 PP No. 71 
Tahun 2010 yang harus diterapkan BKD Kabupaten 
Soppeng 
Keterangan Indikator 
Pengakuan  - Pada saat potensi manfaat ekonomi masa 
depan diperoleh pemerintah dan 
mempunyai nilai atau biaya yang dapat 
diukur dengan andal. 
- Pada saat diterima atau hak 
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 
berpindah.  
Pengukuran  - Persediaan diukur sebesar: 
 Biaya perolehan apabila diperoleh 
dengan pembelian.  
 Harga pokok produksi apabila 
diperoleh dengan memproduksi 
sendiri. 
 Nilai wajar, apabila diperoleh dengan 
cara lainnya seperti donasi/rampasan. 
- Pengukuran beban persediaan: 
 Beban persediaan dicatat sebesar 
pemakaian persediaan. 
 Dalam hal persediaan dicatat secara 
perpectual, maka pengukuran 
pemakaian persediaan dihitung 
berdasarkan catatan jumlah unit yang 
dipakai dikalikan dengan nilai per unit 
sesuai metode penilaian yang 
digunakan. 
 Dalam hal pencatatan persediaan, jika 
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pemerintah menggunakan metode 
fisik, maka pengukuran pemakaian 
persediaan dihitung berdasarkan 
inventarisasi fisik, yaitu dengan cara 
saldo awal persediaan ditambah 
dengan pembelian atau perolehan 
persediaan dikurangi dengan saldo 
akhir persediaan dikalikan dengan 
nilai per unit sesuai dengan metode 
penilaian yang digunakan. 
Pengungkapan - Kebijakan akuntansi yang digunakan 
dalam pengukuran persediaan;  
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti 
barang atau perlengkapan yang digunakan 
dalam pelayanan masyarakat, barang atau 
perlengkapan yang digunakan dalam 
proses produksi, barang yang disimpan 
untuk dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat, dan barang yang masih dalam 
proses produksi yang dimaksudkan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 
dan  
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam 
kondisi rusak atau usang. 
 
b. Akuntansi aset tetap diukur dengan standar yang berlaku yaitu PSAP BA 
07 PP No. 71 Tahun 2010 tentang akuntansi aset tetap, maka 
pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. Gambaran ukuran penerapan PSAP BA 07 PP No. 71 
Tahun 2010 yang harus diterapkan BKD Kabupaten 
Soppeng 
Keterangan Indikator 
Pengakuan   - Berwujud; 
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 
belas) bulan; 
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi 
normal entitas; dan 
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 
digunakan. 
- Pengakuan aset tetap akan andal apabila aset 
tetap telah diterima atau diserahkan hak 
kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah 
- Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan: 
 Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset 
tetap melebihi dan atau melewati satu 
periode tahun anggaran, maka aset tetap 
yang belum selesai tersebut digolongkan 
dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam 
pengerjaan sampai dengan aset tersebut 
selesai dan siap dipakai 
 Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah 
selesai dibuat atau dibangun dan telah siap 
dipakai harus segera direklasifikasikan ke 
salah satu akun yang sesuai dengan pos 
aset tetap 
Pengukuran  - Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 
Apabila penilaian aset tetap dengan 
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menggunakan biaya perolehan tidak 
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan 
pada nilai wajar pada saat perolehan.  
Pengeluaran 
Setelah Perolehan 
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset 
tetap yang memperpanjang masa manfaat atau 
yang kemungkinan besar memberi manfaat 
ekonomi di masa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi atau 
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan 
pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 
Penyusutan  - Nilai penyusutan masing-masing periode diakui 
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap 
dalam neraca dan beban penyusutan dalam 
laporan operasional. 
Penghentian dan 
Pelepasan 
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika 
dilepaskan atau bila aset secara permanen 
dihentikan penggunaannya dan tidak ada 
manfaat ekonomi masa yang akan datang. 
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan 
aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset 
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya 
sesuai dengan nilai tercatatnya. 
Pengungkapan  - Dasar penilaian yang digunakan untuk 
menentukan nilai tercatat; 
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan 
akhir periode yang menunjukkan:  
 Penambahan;  
 Pelepasan;  
 Akumulasi penyusutan dan perubahan 
nilai, jika ada; dan  
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 Mutasi aset tetap lainnya. 
- Informasi penyusutan, meliputi:  
 nilai penyusutan;  
 metode penyusutan yang digunakan;  
 masa manfaat atau tarif penyusutan yang 
digunakan;  
 nilai tercatat bruto; dan  
 akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 
periode. 
 
C. Objek Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 
dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen 
yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi 
(Sugiyono:2012:297). Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek 
penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. 
Sugiyono (2012:298) menjelaskan bahwa, “penelitian kualitatif tidak 
menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus 
tertentu dan tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransfer ke tempat 
lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada 
kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan 
responden, tetapi sebagai narasumber atau pasrtisipan, informan, teman dan 
guru dalam penelitian”. 
Selanjutnya, Sugiyono (2012:299) mengemukakan bahwa,  “penelitian 
kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan 
wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial 
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tersebut”. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih 
dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dengan demikian sumber data 
dalam penelitian ini adalah Staf Penyusun Laporan Keuangan Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang mendukung 
penelitian ini, seperti bukti transaksi, jurnal, hingga laporan keuangan Badan 
Kepegawaian dan Diklat daerah Kabupaten Soppeng serta dokumen lainnya 
yang mendukung penelitian ini. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif komparatif  yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan 
data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya 
menginterpretasikan dengan membandingkan antara penerapan akuntansi 
persediaan dan akuntansi aset tetap BKD Kabupaten Soppeng dengan standar 
yang berlaku. Sehingga dapat memberikan gambaran yang sebenarnya 
tentang akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus pada Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah). 
Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data 
adalah sebagai berikut: 
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1. Mengidentifikasi persediaan dan aset tetap yang terdapat pada laporan 
keuangan BKD Kabupaten Soppeng 
2. Menganalisis akuntansi persediaan dan aset tetap BKD Kabupaten 
Soppeng, dengan cara sebagai berikut: 
a. Menganalisis pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan 
SKPD-BKD Kabupaten Soppeng 
b. Menganalisis pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah 
perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta 
pengungkapan Aset Tetap SKPD-BKD Kabupaten Soppeng 
3. Membandingkan antara praktek akuntansi persediaan dan aset tetap BKD 
Kabupaten Soppeng dengan standar yang berlaku dengan, dengan cara 
sebagai berikut: 
a. Membandingkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan 
persediaan BKD Kabupaten Soppeng dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP BA) Nomor 5 
tentang akuntansi persediaan; dan 
b. Membandingkan pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah 
perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta 
pengungkapan aset tetap BKD Kabupaten Soppeng dengan 
Persyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP 
BA) Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Gambaran Umum Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah  
1. Kondisi Umum Kabupaten Soppeng 
Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bagian dari Provinsi 
Sulawesi Selatan yang terletak antara 4
o
 04
o
 Lintang Selatan dan 4
o
 32
o
 
Lintang Selatan dan antara 119
o
 42
o
 18
o
 Bujur Timur dan 120
o
 06
o
 13
o
 Bujur 
Timur. Yang terdiri atas daratan dengan luas ±700 km
2
 berada pada 
ketinggian 60 m di atas permukaan laut. dan perbukitan yang luasnya 800 
km
2
 berada pada ketinggian rata-rata 200 m di atas permukaan laut. Ibukota 
Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng yang berada di Kecamatan 
Lalabata. 
Secara administratif dibagi menjadi 8 kecamatan, 21 kelurahan, 49 
desa, 39 lingkungan, 124 dusun, 438 rukun kampung, dan 1.163 rukun 
tetangga, dengan batas wilayah: 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone 
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Bone 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Barru 
2.  Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng 
merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkedudukan 
di Jl. Pakkanrebete No. 90 Watansoppeng yang merupakan pusat 
40 
 
pemerintahan daerah Kabupaten Soppeng. BKD Kabupaten Soppeng sendiri 
dipimpin oleh kepala Badan dengan level jabatan eselon II yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah (Pemda) Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan tugas pokok membantu 
Bupati Soppeng dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaran pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan diklat yang 
menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah  
sebagai berikut: 
a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengendalikan 
penyelenggaraan kebijakan serta menyusun renstra badan sesuai dengan 
visi dan misi daerah. 
b. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di bidang kepegawaian dan diklat daerah. 
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
kepegawaian dan diklat daerah 
d. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan analisis kebutuhan 
pegawai, rekrutmen pengadaan dan penempatan pegawai. 
e. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengembangan, 
peningkatan kesejahteraan, mutasi dan pensiun pegawai. 
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f. Membina dan mengarahkan sekretaris dan kepala bidang dalam 
melaksanakan tugasnya. 
g. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas 
sumber daya pegawai. 
h. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan 
perlengkapan dan peralatan Badan. 
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait 
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
tugan Badan. 
k. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan Kepala Bidang dalam rangka 
pembinaan dan pengembangan karier. 
l. Menginventarisir permasalahan – permasalahan yang berhubungan 
dengan kepegawaian dan diklat serta menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 
Pimpinan. 
3. Visi dan Misi Badan Kepagawaian dan Diklat Daerah 
Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah terwujudnya 
pelayanan dan manajemen kepegawaian yang berkualitas menuju terciptanya 
aparatur yang profesional dan sejahtera. 
Untuk merealisasikan Visi yang ditetapkan, maka Badan Kepegawaian 
dan Diklat Daerah memiliki misi adalah : 
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a. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam rangka 
mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat didukung oleh penyajian data 
dan informasi kepegawaian yang akurat. 
b. Mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis kompetensi dan 
pembinaan aparatur untuk mendorong peningkatan disiplin, kinerja dan 
kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan data pemerintahan 
yang baik. 
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan 
latihan (diklat) aparatur. 
4. Struktur Oganisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Untuk memudahkan pengawasan dan pengaturan kerja terhadap 
pegawai diperlukan suatu struktur organisasi dalam perusahaan/instansi. 
Sebuah perusahaan besar ataupun yang kecil tentunya sangat memerlukan 
adanya struktur organisasi, dimana struktur organisasi ini memberikan 
penjelasan tentang semua kedudukan ataupun jabatan-jabatan yang diemban 
oleh pegawai untuk mengetahui tugas dan batasan-batasan pekerjaan serta 
kepada siapa dia akan bertanggung jawab, sehingga akhirnya aktivitas 
organisasi akan berjalan dengan lancar dan tepat serta baik tanpa adanya 
kendala yang timbul dalam perusahaan tersebut. Pada penelitian ini yang 
menjadi objek penelitian adalah Staf Penyusun Laporan Keuangan Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD), yang berada pada Sub Bagian 
Keuangan BKD. Adapun tampilan struktur organisasi BKD Kabupaten 
Soppeng dapat dilihat pada lampiran 1. 
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Struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari 
beberapa bidang dan sub bidang, yaitu: 
a. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah: Mempunyai tugas pokok 
memimpin Kantor dalam membina, mengkoordinasikan dan 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
Kepegawaian dan Diklat Daerah serta melaksanakan kesekretariatan 
Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  
b. Sekretaris: Menyiapkan bahan dalam rangka menyelenggarakan dan 
koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, 
perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan 
administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan 
Badan. 
1) Sub Bagian Umum: Mempunyai tugas menyiapkan bahan, 
menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan 
ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, 
surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, 
perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya. 
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan: Mempunyai tugas 
menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan 
administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan 
pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan 
pelaporan. 
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3) Sub Bagian Keuangan: Mempunyai tugas menyiapkan bahan, 
menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan 
atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, 
verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan. 
c. Bidang Formasi dan Kesejahteraan Pegawai: Mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan 
dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Formasi dan 
Pengadaan serta kesejahteraan pegawai. 
1) Sub Bidang Perencanaan Formasi dan Pengadaan: Mempunyai tugas 
mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 
mengkoordinasikan dan melakasanakan program kegiatan di bidang 
Perencanaan Formasi dan Pengadaan. 
2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai: Mempunyai tugas 
mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 
mengkoordinasikan dan melakasanakan program dan kegiatan di 
bidang kesejahteraan pegawai. 
d. Bidang Mutasi Kepegawaian:  Mempunyai tugas merumuskan kebijakan 
teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, membina, mengkoordinasikan dan melakasanakan program dan 
kegiatan di bidang mutasi kepegawaian. 
1) Sub Bidang Penempatan dan Pemberhentian Pegawai: Mempunyai 
tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, 
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mengkoordinasikan dan melakasanakan program dan kegiatan di 
bidang penempatan dan pemberhentian pegawai. 
2) Sub Bidang Kepangkatan:  Mempunyai tugas mempersiapkan bahan 
penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan 
melakasanakan program dan kegiatan di bidang kepangkatan. 
e. Bidang Diklat Teknis Fungsional: Mempunyai tugas merumuskan 
kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan 
program dan kegiatan di bidang diklat teknis fungsional. 
1) Sub Bidang Diklat Teknis: Mempunyai tugas mempersiapkan bahan 
penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan 
melaksanakan program dan kegiatan di bidang diklat teknis. 
2) Sub Bidang Diklat Fungsional: Mempunyai tugas mempersiapkan 
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan 
dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang diklat fungsional. 
f. Bidang Diklat Struktural dan Manajemen: Mempunyai tugas 
merumuskan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan 
melaksanakan program dan kegiatan di bidang diklat struktural dam 
manajemen serta pendidikan umum. 
1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan: Mempunyai tugas mempersiapkan 
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan 
dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang diklat 
penjenjangan dan manajemen. 
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2) Sub Bidang Pendidikan Umum: Mempunyai tugas mempersiapkan 
bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan 
dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan 
umum. 
B. Penyajian Data  
1. Persediaan BKD Kabupaten Soppeng 
Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BKD 
Kabupaten Soppeng (lampiran 9), dijelaskan bahwa persediaan merupakan 
jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan 
maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, 
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  
Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36 /Perbup/XI/2014 
tentang Sistem Akuntansi di Pemerintah Daerah untuk SKPD sebagaimana 
yang tertera pada lampiran 2, dijelaskan bahwa bukti transaksi yang 
digunakan dalam akuntansi persediaan antara lain: 
a. Berita Belanja Persediaan  
b. Berita Acara Serah Terima Barang 
c. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS)  
d. Berita Acara Hasil Perhitungan Persediaam Akhir Tahun  (Stock 
Opname)  
 
Namun pada saat melakukan penelitian, peneliti hanya memperoleh 
Bukti Acara Perhitungan Barang Persediaan (stock opname). Sementara 
untuk bukti transaksi lainnya peneliti tidak dapat melakukan pengecekan 
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secara langsung, disebabkan beberapa kendala dan situasi pada saat 
melakukan penelitian. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, peneliti hanya 
memperhatikan keterangan bukti transaksi pada Jurnal Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) . 
Berikut adalah jurnal-jurnal terkait dengan persediaan BKD 
Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2015: 
a. Pada tanggal 9 Februari 2015, BKD Kabupaten Soppeng melakukan 
pembelian ATK untuk keperluan Sekretariat senilai Rp4,407,000.00. Atas 
pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran akan tetapi barang telah 
diterima dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 
36/BAP/BKD/II/2015, maka jurnal yang dicatat oleh fungsi akuntansi 
BKD Kabupaten Soppeng adalah: 
D.   Persediaan Alat Tulis 
Kantor 
 
Rp4,407,000.00 
 
              K.   Utang Persediaan   Rp4,407,000.00 
 
Kemudian pada tanggal 18 Maret 2015 telah terbit SP2D LS Nomor 
000751, maka fungsi akuntansi BKD Kabupaten Soppeng mencatat 
dengan jurnal: 
Jurnal LRA 
D.   Belanja Alat Tulis Kantor Rp4,407,000.00  
              K.   Perubahan SAL   Rp4,407,000.00 
 
dan 
 
Jurnal LO atau Neraca 
D.   Utang Persediaan  Rp4,407,000.00  
              K.   RK PPKD    Rp4,407,000.00 
* RK PPKD : Rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
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Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2015, fungsi akuntansi BKD 
Kabupaten Soppeng membuat jurnal atas pemakaian persediaan sebagai 
berikut: 
D. Beban Persediaan Alat Tulis  
Kantor 
 
Rp4,407,000.00 
 
            K.   Persediaan Alat Tulis 
Kantor  
 
 
Rp4,407,000.00 
 
Jika persediaan yang diperoleh dibayar dengan menggunakan uang 
persediaan (UP) yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran, maka jurnal 
yang dibuat oleh fungsi akuntansi BKD Kabupaten Soppeng didasarkan 
pada SP2D Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan (GU/TU) 
sebagai berikut: 
Jurnal LRA 
D.   Belanja Alat Tulis Kantor Xxx  
              K.   Perubahan SAL   Xxx 
 
dan 
 
Jurnal LO atau Neraca 
D.   Utang Persediaan  Xxx  
              K.   Kas di Bendahara 
 Pengeluaran   
 
 
Xxx 
 *Belaku untuk persediaan dengan nilai dibawah Rp1,000,000.00  
b. Pada tanggal 25 Februari 2015, BKD Kabupaten Soppeng mengakui 
pembelian ATK untuk kegiatan pengelolaan dan penyeleksian calon CPNS 
senilai Rp1,574,700.00, berdasarkan SP2D LS Nomor 000260 fungsi 
akuntansi BKD Kabupaten Soppeng mencatat dengan jurnal: 
Jurnal LRA 
D.   Belanja Alat Tulis Kantor Rp1,574,700.00  
              K.   Perubahan SAL   Rp1,574,700.00 
 
dan 
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Jurnal LO dan Neraca 
D. Beban Persediaan Alat Tulis 
Kantor 
 
Rp1,574,700.00 
 
              K.   RK PPKD   Rp1,574,700.00 
 
Jika persediaan yang diperoleh dibayar dengan menggunakan uang 
persediaan (UP) yang terdapat pada Bendahara Pengeluaran, maka 
persediaan yang diperoleh diakui berdasarkan SP2D GU/TU, sehingga 
jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi BKD Kabupaten Soppeng sebagai 
berikut: 
Jurnal LRA 
D.   Belanja Alat Tulis Kantor Xxx  
              K.   Perubahan SAL   Xxx 
 
dan 
Jurnal LO atau Neraca 
D.   Beban Persediaan Alat Tulis 
 Kantor 
 
Xxx 
 
              K.   Kas di Bendahara 
 Pengeluaran   
 
 
Xxx 
 
2. Aset Tetap BKD Kabupaten Soppeng 
Aset tetap pada BKD Kabupaten Soppeng mencakup seluruh aset 
berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan 
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun (Sumber: Catatan 
Atas Laporan Keuangan/lampiran 9). Pada neraca BKD Kabupaten Soppeng 
tahun anggaran 2015 yang terdapat pada lampiran 8, diketahui bahwa aset 
tetap memiliki nilai yang paling besar diantara aset lainnya. 
Berikut ini bukti transaksi yang digunakan dalam akuntansi aset tetap, 
berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36 /Perbup/XI/2014 tentang 
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Sistem Akuntansi di Pemerintah Daerah untuk SKPD (lampiran 2), antara 
lain: 
a. Bukti Belanja/Pembayaran Aktiva Tetap 
b. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 
c. SP2D LS 
d. Surat Permohonan Kepala SKPD tentang Penghapusan Aset Tetap 
e. Surat Keputusan Kepala Daerah 
f. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 
Berikut adalah aset tetap BKD Kabupaten Soppeng per 31 Desember 
2015 pada Neraca sebesar Rp2,831,019,266.08 yang terdiri dari:  
a. Tanah sebesar Rp1,141,500,000.00 
b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp1,744,155,863.00 
c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,051,883,850.00 
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp29,988,000.00 
Serta akumulasi penyusutan sebesar Rp1,136,508,446,92, nilai akumulasi 
penyusutan ini diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap BKD 
Kabupaten Soppeng.  
Adapun aset tetap BKD Kabupaten Soppeng yang terdapat pada 
neraca tahun anggaran 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4. Aset Tetap yang terdapat pada Neraca BKD Kabupaten Soppeng 
 
Keterangan 
Tahun Kenaikan/ 
Penurunan 2015 2014 
   ASET TETAP 2,831,019,266.08 3,458,847,863.00 (627,828,596.92) 
Tanah 1,141,500,000.00 1,141,500,000.00 - 
Tanah Untuk Bangunan Gedung 1,141,500,000.00 1,141,500,000.00 - 
Peralatan Dan Mesin 1,744,155,863.00 1,315,060,013.00 429,095,850.00 
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Keterangan 
Tahun Kenaikan/ 
Penurunan 2015 2014 
Alat Angkutan Darat Bermotor 471,094,000.00 208,519,000.00 262,575,000.00 
Alat Kantor 129,553,550.00 112,503,550.00 17,050,000.00 
Alat Rumah Tangga 344,663,700.00 287,758,200.00 56,905,500.00 
Komputer 616,458,900.00 572,120,700.00 44,338,200.00 
Meja Dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 84,835,313.00 60,785,313.00 24,050,000.00 
Alat Studio 82,988,250.00 68,088,250.00 14,900,000.00 
Alat Komunikasi 14,562,150.00 5,285,000.00 9,277,150.00 
Gedung Dan Bangunan 1,051,883,850.00 972,299,850.00 79,584,000.00 
        Bangunan Gedung Tempat Kerja 1,051,883,850.00 972,299,850.00 79,584,000.00
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 29,988,000.00 29,988,000.00 - 
Jaringan Listrik 29,988,000.00 29,988,000.00 - 
     Konstruksi Dalam Pengerjaan  - - - 
Akumulasi Penyusutan  (1,136,508,446.92) -  (1,136,508,446.92) 
Akumulasi Penyusutan Peralatan 
Dan Mesin 
(987,012,550.92) - (987,012,550.92) 
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan 
Darat Bermotor 
(134,673,285.72) - (134,673,285.72) 
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor (84,053,420.00) - (84,053,420.00) 
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah 
Tangga 
(211,189,340.00) - (211,189,340.00) 
Akumulasi Penyusutan Peralatan 
Komputer 
(450,422,650.00) - (450,422,650.00) 
    Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi 
Kerja/ Rapat Pejabat 
(47,154,125.20) - (47,154,125.20)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio (52,883,300.00) - (52,883,300.00) 
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi (6,636,430.00) - (6,636,430.00) 
Akumulasi Penyusutan Gedung Dan 
Bangunan 
(147,996,496.00) - (147,996,496.00) 
Akumulasi Penyusutan Bangunan 
Gedung Tempat Kerja 
(147,996,496.00) - (147,996,496.00) 
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, 
Dan Jaringan 
(1,499,400.00) - (1,499,400.00) 
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik (1,499,400.00) - (1,499,400.00) 
Sumber: Neraca BKD Kabupaten Soppeng,2015 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pengklasifikasian aset tetap 
BKD Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan klasifikasi yang terdapat pada 
PSAP BA No. 7 Paragraf 7, sebagai berikut: 1) Tanah, 2) Peralatan dan 
mesin, 3) Gedung dan bangunan, 4) Jalan, irigasi, dan jaringan, 5) Aset tetap 
lainnya, dan 6) Konstruksi dalam pengerjaan. 
Selain itu dari tabel tersebut juga diketahui bahwa akun-akun yang 
mengalami kenaikan/penurunan adalah peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan. Hal ini berarti, selama tahun anggaran 2015 transaksi yang 
berhubungan dengan mutasi (penambahan/pengurangan) nilai aset tetap 
BKD Kabupaten Soppeng hanya terbatas pada transaksi yang berkaitan 
dengan akun-akun tersebut. 
Berikut adalah jurnal-jurnal terkait dengan aset tetap BKD Kabupaten 
Soppeng tahun anggaran 2015: 
- Pada tanggal 23 Oktober 2016 BKD Kabupaten Soppeng membeli 2buah 
lemari arsip 2 pintu dengan harga Rp7,373,800.00. Atas pembelian 
tersebut belum dilakukan pembayaran akan tetapi barang telah diterima 
dengan surat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 
231/BAP/BKD/2015, maka dari bukti transaksi tersebut fungsi akuntansi 
BKD Kabupaten Soppeng mencatat dengan jurnal: 
D. Meubelair Rp7,373,800.00  
              K.   Utang Belanja Modal 
                     Peralatan dan Mesin 
 
 
Rp7,373,800.00 
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- Selanjutnya pada tanggal 3 November 2015 telah terbit SP2D LS No. 
007895, maka fungsi akuntansi BKD Kabupaten Soppeng mencatat 
dengan jurnal: 
Jurnal LRA 
D. Belanja modal pengadaan 
lemari 
 
Rp7,373,800.00 
 
              K.   Perubahan SAL  Rp7,373,800.00 
 
dan 
Jurnal LO atau Neraca 
D. Utang Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 
 
Rp7,373,800.00 
 
              K.   RK PPKD  Rp7,373,800.00 
 
C. Pembahasan  
1. Penerapan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng 
a. Pengakuan Persediaan BKD Kabupaten Soppeng 
Berdasarkan penyajian data terkait jurnal-jurnal persediaan, diperoleh 
kesimpulan bahwa pengakuan pembelian persediaan BKD Kabupaten 
Soppeng menggunakan dua pendekatan, yaitu: 
1) Pembelian persediaan untuk keperluan sekretariat BKD sebagaimana 
yang dicontohkan pada bagian (a), langsung diakui sebagai persediaan 
atau dengan kata lain menggunakan pendekatan aset.  
2) Pembelian persediaan untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti 
kegiatan pengelolaan dan penyeleksian calon CPNS sebagaimana yang 
dicontohkan pada bagian (b), tidak diakui sebagai persediaan tetapi 
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sebagai beban persediaan atau dengan kata lain menggunakan 
pendekatan beban. 
Dalam hal pengakuan persediaan BKD Kabupaten Soppeng yang 
menggunakan pendekatan aset, telah sesuai dengan PSAP BA No. 5 
Paragraf 13 PP No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa, “persediaan 
diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah”. Tanpa memperhatikan saat kas dibayarkan 
atau dengan kata lain persediaan diakui dengan menggunakan basis akrual. 
Hal ini ditandai dengan adanya pengakuan persediaan pada saat Bukti 
Acara Serah Terima Barang telah diterima sebagaimana yang 
diilustrasikan pada penyajian data.  
Sementara pengakuan persediaan BKD Kabupaten Soppeng yang 
menggunakan pendekatan beban didasarkan pada bukti transaksi SP2D LS 
sebagaimana yang telah diilustrasikan pada penyajian data. Menurut 
Tanjung (2014:265), “dokumen sumber yang digunakan untuk menjurnal 
belanja dan beban yang sudah dibayar adalah SP2D.” Selanjutnya pada 
Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa, “Surat Perintah 
Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang 
digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 
berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).” Sementara penerbitan 
SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima 
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(Sumber: PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). 
Dengan demikian, disimpulkan bahwa persediaan telah diterima oleh 
pihak BKD Kabupaten Soppeng lebih awal dibandingkan waktu 
pembayarannya. Namun diakui pada saat telah dilakukan pembayaran. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pengakuan persediaan BKD Kabupaten 
Soppeng dengan pendekatan beban tidak menggunakan basis akrual atau 
tidak sesuai dengan PSAP No. 5 Paragraf 13 PP No. 71 Tahun 2010. 
b. Pengukuran Persediaan BKD Kabupaten Soppeng 
Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan 
sampai barang tersebut dapat digunakan. Berdasarkan PSAP BA No. 5 
Paragraf 15 PP No. 71 Tahun 2010 terdapat tiga alternatif untuk mengukur 
nilai persediaan, yaitu:  
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.  
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.  
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi/rampasan.  
Berdasarkan wawancara dengan penyusun laporan keuangan BKD 
Kabupaten Soppeng Bapak Faharuddin diketahui bahwa, persediaan 
dicatat sebesar harga beli. Sementara harga beli merupakan bagian dari 
harga perolehan. Sehingga disimpulkan bahwa BKD Kabupaten Soppeng 
telah menerapkan PSAP BA No. 5 Paragraf 15.  
Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan BKD Kabupaten 
Soppeng sebagaimana yang terdapat pada lampiran 9 diketahui bahwa, 
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nilai persediaan akhir disajikan berdasarkan Hasil Perhitungan fisik (stock 
opname) pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir. 
Persediaan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah per 31 Desember 2015 
pada Neraca sebesar Rp.514.000 yang terdiri dari:  
1) Persediaan Bahan Pakai Habis berupa ATK sebesar Rp.454.000, 
dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 5. Daftar Rincian Persediaan Bahan Pakai berupa ATK 
NO NAMA BARANG 
JUMLAH 
BARANG 
HARGA 
SATUAN 
JUMLAH 
HARGA 
Rp Rp 
1 Kertas HVS 70 Gr 5 rim    70,000.00  350,000.00 
2 Karton Jilid 1 rim    78,000.00   78,000.00 
3 Lakban 2 Inci 1 rol    26,000.00   26,000.00 
 Jumlah 6  174,000.00  454,000.00 
Sumber: Berita Acara Perhitungan Barang Persediaan (Stock Opname) 
 
2) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar 
Rp.60.000, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 6. Daftar Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda 
Pos Lainnya 
NO NAMA BARANG 
JUMLAH 
BARANG 
HARGA 
SATUAN 
JUMLAH 
HARGA 
Rp Rp 
1 Materai 6000 10 lbr 6,000.00 60,000.00 
 Jumlah 10 lbr 6,000.00 60,000.00 
Sumber: Berita Acara Perhitungan Barang Persediaan (Stock Opname) 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persediaan BKD 
Kabupaten Soppeng dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First In, 
First Out). Hal ini telah sesuai dengan PSAP BA No. 05 Paragraf 17 PP 
No. 71 Tahun 2010 poin pertama yang menjelaskan bahwa persediaan 
dapat dinilai dengan menggunakan metode sistematis seperti FIFO. 
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c. Beban Persediaan  
Berdasarkan PSAP BA No. 5 Paragraf  22 dijelaskan bahwa beban 
persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Perhitungan beban 
persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Dalam 
hal pencatatan persediaan, pemerintah diperbolehkan menggunakan 
metode perpectual maupun metode fisik (periodik).  
Dalam hal persediaan dicatat secara perpectual, maka pengukuran 
pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang 
dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang 
digunakan (PSAP BA No. 5 Paragraf 24 PP No. 71 Tahun 2010). Lebih 
lanjut pada PSAP BA No. 5 Paragraf 25 dijelaskan bahwa, jika pemerintah 
menggunakan metode fisik, maka pengukuran pemakaian persediaan 
dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal 
persediaan ditambah dengan pembelian atau perolehan persediaan 
dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai per unit 
sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 
Hal ini telah diterapkan BKD Kabupaten Soppeng. Metode 
pencatatan persediaan yang digunakan BKD Kabupaten Soppeng adalah 
pendekatan periodik (Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan/lampiran 
9). Artinya, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, 
sehingga tidak memperbarui jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir 
diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode. Hal ini 
berlaku pada pencatatan persediaan untuk keperluan sekretariat BKD 
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Kabupaten Soppeng. Berdasarkan penyajian data, diketahui bahwa untuk 
pengakuan beban persediaan, fungsi akuntansi BKD Kabupaten Soppeng 
pada setiap akhir bulan mencatat pemakaian persediaan dengan membuat 
jurnal penyesuaian sebagai berikut: 
D.   Beban Persediaan .... Xxx   
              K.   Persediaan ....   Xxx  
 
d. Pengungkapan Persediaan BKD Kabupaten Soppeng 
BKD Kabupaten Soppeng telah mengungkapkan kebijakan 
akuntansi yang yang digunakan dalam pengukuran persediaan akhir. Hal 
ini telah sesuai dengan PSAP BA No. 5 Paragraf 26 PP No. 71 Tahun 2010 
poin pertama yang menyebutkan bahwa laporan keuangan 
mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 
persediaan 
Untuk poin selanjutnya yaitu poin kedua dan ketiga dari PSAP BA 
No. 5 Paragraf 26 yang menjelaskan bahwa: 
1) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan 
yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau 
perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang 
disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan 
barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat;  
2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 
BKD Kabupaten Soppeng tidak mengungkapkan hal tersebut 
dikarenakan tidak adanya data persediaan yang memenuhi kriteria dari 
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poin kedua dan poin ketiga tersebut (Sumber: hasil wawancara dengan 
penyusun laporan keuangan). Hal ini diperkuat oleh keterangan bagian 
penyimpan barang BKD Kabupaten Soppeng Ibu Elvira, yang mengatakan 
bahwa, “hingga Desember 2015 tidak ada persediaan yang mengalami 
kerusakan”. 
Dalam hal tidak diungkapkannya poin kedua dan poin ketiga PSAP 
BA No. 5 Paragraf 26 PP No. 71 Tahun 2010 tidak menjadi masalah dalam 
pengungkapan persediaan. Karena pengungkapan persediaan tersebut 
disesuaikan dengan kondisi yang ada pada entitas yang bersangkutan. 
Sehingga dengan demikian BKD Kabupaten Soppeng tidak menyalahi 
PSAP BA No. 5 Paragraf 26. 
Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat daftar Check list atas 
penerapan akuntansi persediaan pada Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan standar yang berlaku, sebagai 
berikut: 
Tabel 7. Penerapan Akuntansi Persediaan pada Badan Kepegawaian 
 dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan PSAP BA 
 No. 5 
Keterangan Indikator 
Penerapan 
Ya Tidak 
Pengakuan  - Pengakuan persediaan dengan 
menggunakan pendekatan aset 
 Pada saat potensi manfaat 
ekonomi masa depan diperoleh 
pemerintah dan mempunyai nilai 
 
 
 
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atau biaya yang dapat diukur 
dengan andal. 
 Pada saat diterima atau hak 
kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 
- Pengakuan persediaan dengan 
menggunakan pendekatan beban 
 Pada saat potensi manfaat 
ekonomi masa depan diperoleh 
pemerintah dan mempunyai nilai 
atau biaya yang dapat diukur 
dengan andal. 
 Pada saat diterima atau hak 
kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengukuran  - Persediaan diukur sebesar: 
 Biaya perolehan apabila diperoleh 
dengan pembelian.  
 Harga pokok produksi apabila 
diperoleh dengan memproduksi 
sendiri. 
 Nilai wajar, apabila diperoleh 
dengan cara lainnya seperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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donasi/rampasan. 
- Pengukuran beban persediaan: 
 Beban persediaan dicatat sebesar 
pemakaian persediaan. 
 Dalam hal persediaan dicatat 
secara perpectual, maka 
pengukuran pemakaian 
persediaan dihitung berdasarkan 
catatan jumlah unit yang dipakai 
dikalikan dengan nilai per unit 
sesuai metode penilaian yang 
digunakan. 
 Dalam hal pencatatan persediaan, 
jika pemerintah menggunakan 
metode fisik, maka pengukuran 
pemakaian persediaan dihitung 
berdasarkan inventarisasi fisik, 
yaitu dengan cara saldo awal 
persediaan ditambah dengan 
pembelian atau perolehan 
persediaan dikurangi dengan 
saldo akhir persediaan dikalikan 
dengan nilai per unit sesuai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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dengan metode penilaian yang 
digunakan. 
Pengungkapan - Kebijakan akuntansi yang digunakan 
dalam pengukuran persediaan;  
- Penjelasan lebih lanjut persediaan 
seperti barang atau perlengkapan yang 
digunakan dalam pelayanan 
masyarakat, barang atau perlengkapan 
yang digunakan dalam proses 
produksi, barang yang disimpan untuk 
dijual atau diserahkan kepada 
masyarakat, dan barang yang masih 
dalam proses produksi yang 
dimaksudkan untuk dijual atau 
diserahkan kepada masyarakat; dan  
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan 
dalam kondisi rusak atau usang. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2. Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat 
Daerah (BKD) Kabupaten Soppeng 
a. Pengakuan Aset Tetap BKD Kabupaten Soppeng 
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 15 PP No. 71 Tahun 2010 
dijelaskan bahwa, 
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat 
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat 
diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: 
1) Berwujud; 
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 
entitas; dan 
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
 
Selanjutnya pada PSAP BA No. 7 Paragraf 18 dijelaskan bahwa, 
pengakuan aset tetap akan handal bila aset tetap telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya”.  
Hal ini sesuai dengan yang diterapkan di BKD Kabupaten 
Soppeng. Aset tetap BKD Kabupaten Soppeng mencakup seluruh aset 
berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan 
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selain itu, aset 
tetap diakui ketika:  
1) Telah terjadi serah terima barang dari pihak ketiga, dengan bukti 
transaksi Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 
2) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi. 
Hanya saja pada jurnal umum LRA dan LO terkait aset tetap, 
peneliti menemukan kesalahan pada pengakuan aset tetap berupa 
konstruksi dalam pengerjaan. Dalam hal ini fungsi akuntansi BKD 
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Kabupaten Soppeng mengakui adanya aset tetap “Konstruksi Dalam 
Pengerjaan” yang pengerjaan selesai pada satu tahun anggaran. Hal ini 
menyimpang dari standar yang berlaku, yaitu PSAP BA No. 7 Paragraf 38 
PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa : 
Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau 
melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang 
belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai 
konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai 
dan siap dipakai. 
 
Meskipun penyimpangan tersebut tidak mempengaruhi laporan 
posisi keuangan (neraca) dikarenakan “Konstruksi Dalam Pengerjaan” 
yang sudah selesai tersebut telah direklasifikasikan ke “Bangunan Gedung 
Kantor”. Yang berarti nilai konstruksi dalam pengerjaan menjadi 0 dan 
nilai bangunan gedung kantor bertambah sesuai dengan nilai KDP 
tersebut. Hal tersebut berarti nilai KDP dalam neraca tidak ada atau 0. 
Namun tetap penting bagi penyusun laporan keuangan BKD Kabupaten 
Soppeng untuk mengetahui kapan suatu aset tetap diakui sebagai 
konstruksi dalam pengerjaan. 
Berikut ini adalah ilustrasi pengakuan Konstruksi Dalam 
Pengerjaan (KDP) pada BKD Kabupaten Soppeng : 
- Pada tanggal 30 Januari 2015 berdasarkan Berita Acara Serah Terima 
Pekerjaan No.73/PB/BKD/1/2015 atas belanja modal pagar gedung 
kantor sebesar Rp2,484,000.00, fungsi BKD Kabupaten Soppeng 
mencatat dengan jurnal : 
D. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp2,848,000.00  
K. Utang Belanja Modal 
Gedung Dan Bangunan 
 Rp2,848,000.00 
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Terkait dengan bukti transaki yang digunakan sebagai dasar pengakuan 
konstruksi dalam pengerjaan tersebut yaitu Berita Acara Serah Terima 
Pekerjaan, peneliti tidak dapat melakukan pengecekan secara langsung 
ketika melakukan penelitian disebabkan beberapa kendala. 
- Selanjutnya pada tanggal 7 April 2015 telah terbit SP2D LS. 
No.001372, sehingga fungsi akuntansi BKD Kabupaten Soppeng 
mencatat dengan jurnal : 
Jurnal LRA 
D. Belanja modal pengadaan 
konstruksi Pagar/Gedung 
Rp2,848,000.00  
              K.   Perubahan SAL  Rp2,848,000.00 
 
dan 
Jurnal LO atau Neraca 
D. Utang Belanja Modal Gedung 
dan Bangunan 
Rp2,848,000.00  
              K.   RK PPKD  Rp2,848,000.00 
 
- Kemudian pada jurnal LRA dan LO peneliti menemukan jurnal 
Penyelesaian KDP atas bangunan pagar pada tanggal 13 Desember 
2015 sebagai berikut : 
D. Bangunan Gedung Kantor Rp2,848,000.00  
              K.   Konstruksi Dalam  
         Pengerjaan 
 Rp2,848,000.00 
 
b. Pengukuran Aset Tetap BKD Kabupaten Soppeng 
Berdasarkan pengukuran aset tetap yang terdapat pada  PSAP BA 
No. 7 Paragraf 20 PP No. 71 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya 
perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya 
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai 
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wajar pada saat perolehan. Lebih lanjut pada PSAP BA No. 7 Paragraf 23 
dijelaskan bahwa, “barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk 
diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada 
awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan”. 
Hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan BKD Kabupaten 
Soppeng. Nilai aset tetap BKD Kabupaten Soppeng dicatat berdasarkan 
harga perolehan (Sumber: Bukti transaksi dan CALK).  
c. Pengeluaran Setelah Perolehan 
Berdasarkan PSAP BA 07 paragraf 49, dijelaskan bahwa 
pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang memperpanjang masa 
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa 
yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau 
peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset 
yang bersangkutan. Selanjutnya pada PSAP 07 paragraf 50 dijelaskan 
bahwa,  
Kapitalisasi biaya yang dimaksud pada paragraf 49 harus 
ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria 
seperti pada paragraf dan/atau suatu batasan jumlah biaya 
(capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam 
penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau 
tidak. 
 
Hal ini sudah sesuai dengan yang diterapkan pada BKD Kabupaten 
Soppeng, dimana BKD Kabupaten Soppeng telah menetapkan batas nilai 
satuan minimum kapitalisasi aset tetap yaitu : 
1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan mesin dan peralatan olahraga 
yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300,000.00 
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2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan 
atau lebih dari Rp10,000,000.00 
3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum 
kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali 
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi dan aset tetap lainnya yang 
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 
Namun hingga Desember 2015 pengeluaran yang terjadi di BKD 
Kabupaten Soppeng adalah pengeluaran yang tidak menambah nilai aset 
tetap. Sehingga pengeluaran tersebut hanya diperlakukan sebagai biaya. 
Pengeluaran yang dimaksud adalah belanja pemeliharaan yang sifatnya 
rutinitas yang terdiri dari :  
1) Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 
2) Belanja pemeliharaan gedung 
3) Belanja pemeliharaan software/hardware 
Belanja pemeliharaan rutin BKD Kabupaten Soppeng merupakan 
belanja yang menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS), yaitu 
pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Bendahara Umum 
Daerah (BUD) kepada pihak yang berhak menerima pembayaran. 
Sehingga dasar untuk menjurnal belanja pemeliharaan adalah SP2D LS. 
Berikut ini jurnal yang dicatat oleh fungsi akuntansi BKD Kabupaten 
Soppeng: 
Jurnal LRA 
D.   Belanja Pemeliharaan .... Xxx  
              K.   Perubahan SAL  Xxx  
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dan 
Jurnal LO atau Neraca 
D.   Beban Pemeliharaan .... Xxx  
              K.   RK PPKD  Xxx  
 
d. Penyusutan Aset Tetap 
Berdasarkan jurnal umum LO, diketahui bahwa BKD Kabupaten 
Soppeng telah melakukan penyusutan atas aset tetap pada akhir periode 
(tahun), kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Berikut ini adalah 
jurnal BKD Kabupaten Soppeng terkait penyusutan aset tetap. 
D.   Beban Penyusutan .... Xxx  
              K.   Akumulasi Penyusutan  Xxx  
 
Penyusutan aset tetap pada BKD Kabupaten Soppeng adalah 
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat 
dari suatu aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan oleh BKD 
Kabupaten Soppeng adalah metode garis lurus, yaitu dengan 
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata 
setiap tahun selama masa manfaat (Sumber: Lampiran 9 Catatan Atas 
Laporan Keuangan).  
Berdasarkan PSAP BA No. 7 Paragraf 54 PP No. 71 Tahun 2010, 
nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam 
neraca, dalam hal ini disebut akumulasi penyusutan dan beban penyusutan 
dalam laporan operasional. Hal ini telah diterapkan pada BKD Kabupaten 
Soppeng (Sumber: Laporan Operasional BKD Kabupaten Soppeng/ 
lampiran 6 dan Neraca/lampiran 8 ). 
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e. Penghentian dan Pelepasan  
Berdasarkan PSAP BA No. 07 Paragraf 77-79 PP No. 71 Tahun 
2010, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila 
aser secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat 
ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen 
dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan 
dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus 
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.  
Hal ini sudah diterapkan di BKD Kabupaten Soppeng. Aset tetap 
BKD Kabupaten Soppeng yang telah dihentikan penggunaannya secara 
tetap dalam operasional entitas karena kondisi rusak berat sebesar 
Rp.217.281.000,00 dan telah direklasifikasi pada akun aset lainnnya sesuai 
dengan nilai tercatat. Hal ini terjadi dikarenakan hingga akhir periode 
tahun 2015 aset tersebut belum dihapuskan/dijual/ditetapkan SK 
penghapusan/penjualannya, sehingga aset tersebut belum dieliminasi dari 
neraca.  
Berikut rincian aset tetap yang dihentikan penggunaannya sebagai 
berikut: 
1) Reklasifikasi  aset tetap ke aset lainnya atas Kendaraan Dinas 
Bermotor roda empat yang telah dihapus sebesar Rp116.650.000,00. 
Berdasarkan SK Bupati Soppeng Nomor: 786/X/2015 Tgl 15 
Oktober 2015. 
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2) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya atau aset yang telah 
dihentikan penggunaannya/rusak berat sebesar Rp100.631.000,00 
dengan rincian sebagai berikut : 
1) Mebeulair sebesar Rp600.000,00 
2) Alat Pendingin sebesar Rp5.000.000,00 
3) Alat Rumah Tangga Lainnya sebesar Rp18.677.200,00 
4) Personal Komputer sebesar Rp58.423.800,00 
5) Personal Komputer Mainframe Rp7.560.000,00 
6) Peralatan Jaringan sebesar Rp4.500.000,00 
7) Kursi Tamu di ruangan pejabat sebesar Rp5.870.000,00 
f. Pengungkapan Aset Tetap BKD Kabupaten Soppeng 
Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), BKD 
Kabupaten Soppeng telah mengungkapkan hal-hal menyangkut aset tetap 
sesuai dengan PSAP BA No. 7 Paragraf 80 PP No. 71 Tahun 2010 sebagai 
berikut: 
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengakuan dan 
penilaian aset tetap; dan 
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 
menunjukkan: Penambahan, pelepasan, dan akumulasi penyusutan.  
Dalam hal pengungkapan mengenai penyusutan, BKD Kabupaten 
Soppeng tidak mencantukan masa manfaat atau tarif penyusutan yang 
digunakan. Namun hanya mencantumkan metode penyusutan yang 
digunakan, nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan awal dan akhir 
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periode. Hal dikarenakan masa manfaat atau tarif penyusutan aset tetap 
ditentukan oleh DPPKAD selaku SKPKD Kabupaten Soppeng khususnya 
bidang aset (Sumber: hasil wawancara dengan penyusun laporan keuangan 
BKD Kabupaten Soppeng). 
Terkait dengan sumber data tentang nilai penyusutan aset tetap yang 
dicantumkan pada CALK BKD Kabupaten Soppeng, peneliti tidak dapat 
melakukan pengecekan secara langsung ke DPPKAD bidang aset ketika 
melakukan penelitian. Hal ini disebabkan beberapa kendala dan situasi 
pada saat melakukan penelitian.  
Meskipun laporan keuangan BKD Kabupaten Soppeng selaku 
SKPD pada akhirnya akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan 
DPPKAD selaku SKPKD Kabupaten Soppeng. Hal tersebut berarti 
informasi aset tetap tersebut akan diungkapkan dengan lengkap pada 
laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng yang dibuat oleh 
DPPKAD. Dalam hal ini BKD Kabupaten Soppeng tetap harus 
mencantumkan informasi lengkap mengenai penyusutan aset tetap dalam 
CALK. Sesuai dengan tujuan dibuatnya CALK, yaitu menjelaskan rincian 
pos-pos laporan keuangan yang disajikan secara naratif sehingga dapat 
dipahami dan dimengerti oleh pembaca laporan (Kerangka Konseptual 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Paragraf 83).  
Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat daftar Check list atas 
penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
Kabupaten Soppeng berdasarkan standar yang berlaku, sebagai berikut: 
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Tabel 8. Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian 
 dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng berdasarkan PSAP BA 
 No. 7 
Keterangan Indikator 
Penerapan 
Ya Tidak 
Pengakuan   - Berwujud; 
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
(dua belas) bulan; 
- Biaya perolehan aset dapat diukur 
secara andal; 
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam 
operasi normal entitas; dan 
- Diperoleh atau dibangun dengan 
maksud untuk digunakan. 
- Pengakuan aset tetap akan andal 
apabila aset tetap telah diterima atau 
diserahkan hak kepemilikannya dan 
atau pada saat penguasaannya 
berpindah 
- Pengakuan konstruksi dalam 
pengerjaan: 
 Jika penyelesaian pengerjaan 
suatu aset tetap melebihi dan atau 
melewati satu periode tahun 
anggaran, maka aset tetap yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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belum selesai tersebut 
digolongkan dan dilaporkan 
sebagai konstruksi dalam 
pengerjaan sampai dengan aset 
tersebut selesai dan siap dipakai 
 Konstruksi dalam pengerjaan yang 
sudah selesai dibuat atau dibangun 
dan telah siap dipakai harus segera 
direklasifikasikan ke salah satu 
akun yang sesuai dengan pos aset 
tetap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengukuran  - Aset tetap dinilai dengan biaya 
perolehan. Apabila penilaian aset tetap 
dengan menggunakan biaya perolehan 
tidak memungkinkan maka nilai aset 
tetap didasarkan pada nilai wajar pada 
saat perolehan. 
 
ii.  
iii.  
Pengeluaran 
Setelah 
Perolehan 
- Pengeluaran setelah perolehan awal 
suatu aset tetap yang memperpanjang 
masa manfaat atau yang kemungkinan 
besar memberi manfaat ekonomi di 
masa yang akan datang dalam bentuk 
kapasitas, mutu produksi atau 
 
iv.  
v.  
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peningkatan standar kinerja, harus 
ditambahkan pada nilai tercatat aset 
yang bersangkutan. 
Penyusutan  - Nilai penyusutan masing-masing 
periode diakui sebagai pengurang nilai 
tercatat aset tetap dalam neraca dan 
beban penyusutan dalam laporan 
operasional. 
 
vi.  
 
Penghentian 
dan Pelepasan 
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca 
ketika dilepaskan atau bila aset secara 
permanen dihentikan penggunaannya 
dan tidak ada manfaat ekonomi masa 
yang akan datang. 
- Aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah tidak 
memenuhi definisi aset tetap dan harus 
dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai 
dengan nilai tercatatnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
vii.  
Pengungkapan  - Dasar penilaian yang digunakan untuk 
menentukan nilai tercatat; 
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal 
dan akhir periode yang menunjukkan:  
 Penambahan;  
 
 
 
 
 
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 Pelepasan;  
 Akumulasi penyusutan dan 
perubahan nilai, jika ada; dan  
 Mutasi aset tetap lainnya. 
- Informasi penyusutan, meliputi:  
 nilai penyusutan;  
 metode penyusutan yang 
digunakan;  
 masa manfaat atau tarif 
penyusutan yang digunakan;  
 nilai tercatat bruto; dan  
 akumulasi penyusutan pada awal 
dan akhir periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan akuntansi persediaan dan 
akuntansi aset tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) 
Kabupaten Soppeng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Akuntansi persediaan BKD Kabupaten Soppeng sebagian besar telah sesuai 
dengan standar yang berlaku, dengan berdasarkan pada indikator pengukuran 
sebagai berikut: 
a. Pengakuan persediaan yang menggunakan pendekatan aset pada BKD 
Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan PSAP BA 05 PP No. 71 Tahun 
2010; 
b. Pengakuan persediaan yang menggunakan pendekatan beban pada BKD 
Kabupaten Soppeng belum sesuai dengan PSAP BA 05 PP No. 71 Tahun 
2010; 
c. Pengukuran persediaan dan beban persediaan BKD Kabupaten Soppeng 
telah sesuai dengan PSAP BA 05 PP No. 71 Tahun 2010; dan 
d. Pengungkapan persediaan BKD Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan 
PSAP BA 05 PP No. 71 Tahun 2010 
2. Akuntansi aset tetap BKD Kabupaten Soppeng sebagian besar telah sesuai 
dengan standar yang berlaku, dengan berdasarkan pada indikator pengukuran 
sebagai berikut: 
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a. Pengakuan aset tetap BKD Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan 
PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010, terkecuali aset tetap berupa 
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang belum sesuai dengan standar yang 
berlaku (PSAP BA No. 7 Paragraf 39); 
b. Pengukuran aset tetap BKD Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan 
PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010; 
c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap BKD Kabupaten Soppeng telah 
sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010; 
d. Penyusutan aset tetap BKD Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan 
PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010; 
e. Penghentian serta pelepasan aset tetap BKD Kabupaten Soppeng telah 
sesuai dengan PSAP BA 07 PP No. 71 Tahun 2010; dan  
f. Pengungkapan informasi aset tetap pada Catatan Atas Laporan Keuangan 
BKD Kabupaten Soppeng belum lengkap. Dalam hal ini BKD Kabupaten 
Soppeng tidak mencantumkan masa manfaat aset tetap dan tarif 
penyusutan aset tetap. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada 
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng antara lain sebagai 
berikut : 
1. Guna menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar, Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng harus menganalisis 
transaksi dengan benar pula. Hal ini mengingat proses awal dari penyusunan 
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laporan keuangan adalah menganalisis dan menjurnal (mencatat) transaksi. 
Agar analisis transaksi yang dilakukan benar, maka sangat diperlukan 
pemahaman mengenai perlakuan akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, 
penyajian dan pengungkapan yang diperlukan dari setiap akun.   
2. Dalam hal pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, Badan 
Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng harus mengungkapkan 
informasi tentang pos-pos laporan keuangan secara lengkap. Hal tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan 
pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 
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DAFTAR ISTILAH 
 
1 Ganti Uang Persediaan 
(GU) 
Dana yang dipergunakan untuk menggantikan uang 
persediaan yang sudah dipakai dari dana uang 
persediaan.  
2 Jurnal Laporan 
Operasional (Jurnal 
LO)  
Jurnal yang terkait dengan pos-pos pada laporan 
operasional, yaitu pendapatan LO, dan beban. 
3 Jurnal Laporan 
Realisasi Anggaran 
(Jurnal LRA) 
Jurnal yang terkait dengan pos-pos yang terdapat 
dalam laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan 
LRA, dan belanja.  
4 Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) 
Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan keuangan 
pemerintah. 
5 Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD)  
Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang. 
6 Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerah 
(SKPKD) 
Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 
7 Surat Perintah 
Pencairan Dana 
Langsung (SP2D LS) 
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 
dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum 
Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah 
Membayar Langsung  
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8 Tambah Uang 
Persediaan (TU) 
Uang yang diberikan kepada Satker untuk 
kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan 
melebihi pagu (batas tertinggi anggaran) uang 
persediaan yang ditetapkan.  
9 Uang Persediaan (UP)  Uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang 
bersifat revolving (adanya pengisian kembali jika 
telah terpakai), diberikan kepada bendahara 
pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan 
operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 
10 PSAP BA (Pernyataan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan 
BerbasisvAkrual)  
 
SAP Berbasis Akrual yang diberi judul, nomor, dan 
tanggal mulai berlaku dan ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah, sehingga mempunyai 
kekuatan hukum. 
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